BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR (D TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
para Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);




4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) Lembaran
Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856 ;

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

T Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 1);

9, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor
32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2023 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
; PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk dalam
marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collecia
maxina, collecelia escunlanta dan collecelia linchi.
Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang
sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi
sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan
dan membesarkan anak Burung Walet.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung
Walet.

Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk
kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat
alami dan diluar habitat alami.

Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
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perpajakan sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak,
penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang,
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan



tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan  Perpajakan  Daerah  dan
Retribusi Daerah.

24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung
Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah
dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang Burung Walet lainnya.
Pasal 3
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah
nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum sarang Burung Walet yang
berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume
sarang Burung Walet.

Pasal 5
(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar
'20% (dua puluh persen).
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Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada
saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang terdapat pada tempat pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 6
Setiap wajib pajak harus mendaftarkan usahanya
dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak
pada BAPENDA paling lama 30 (tiga puluh) hari
sebelum dimulainya kegiatan usahanya kecuali
ditentukan lain.
Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap
dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan
diterbitkan NPWPD oleh BAPENDA.
Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya
dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1),
BAPENDA dapat menetapkan sebagai wajib pajak
secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat
dipertanggung jawabkan.
Ketentuan mengenai Formulir Pendaftaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BAPENDA melakukan pendataan objek Pajak atas
dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan Walet
Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi
Pendataan
Dalam rangka penghitungan Nilai Perolehan Sarang
Burung wallet BAPENDA melakukan pendataan
dan/atau pencatatan untuk mengetahui besarnya




jumlah/volume pengambilan sarang Burung Walet
Tanah yang berdasarkan hasil Produksi Wajib Pajak

(9) Pendataan sebagaimana dimaksud a ayat (3), dicatat

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

@

(4)
(S)

oleh petugas BAPENDA secara berkala.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD yang diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib pajak.
Wajib  Pajak  menghitung, = memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD manual
dan/atau SPTPD elektronik.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Kepala BAPENDA paling lama 15
(Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada
hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD
jatuh pada hari kerja berikutnya.
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa:

a. rekapitulasi penerimaan harian;
b. surat keterangan asal barang; dan
Cs bukti setoran pajak (SSPD).
Bagian Ketiga
Pembayaran
Pasal 8

Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak
secara sekaligus maupun bertahap dalam satu kali
masa pajak.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada Bank atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat
10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak
dengan menggunakan SSPD.

Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka
batas waktu pembayaran adalah hari kerja berikutnya.
Pembayaran dan penyetoran Pajak dapat dilakukan
dengan Sistem Online,

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan
penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer
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dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan
penyetoran yang disediakan oleh Bank ke rekening
Kas Umum Daerah.

Apabila pembayaran pajak dilakukan pada tempat lain
yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bukti
pembayaran yang diterbitkan dapat dipersamakan
dengan SSPD.

Pembayaran pajak melalui tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diakui dan dinyatakan lunas
apabila pembayaran telah diterima pada Kas Umum
Daerah.

Bukti pembayaran yang diterbitkan pada tempat lain
yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit
berisi :

a. nama Wajib Pajak;

b. NPWPD;

c. jenis Pajak;

d. masa Pajak dan Tahun Pajak; dan

e. besarnya pajak yang disetor.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau
disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
Penilaian dan Penetapan

Pasal 9
Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan Self
Assessment System yang memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
pajak terutang kepada BAPENDA menggunakan
SPTPD.
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat
yang berwenang dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar;
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2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada
Kepala BAPENDA atau Pejabat yang
berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif
berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan
persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang
dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3,
ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang,
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar
2,2% (dua koma dua persen) perbulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkan SKPDKB.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri
kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

Pasal 10
Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3
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adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan
oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang berwenang,
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki.

Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan
dan pencatatan omzet usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan
pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak
benar;

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan
dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau
menolak memberikan keterangan pada saat
dilakukan pemeriksaan; dan/atau

d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan
atau bill yang berseri dan bernomor urut.

Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan,
petugas pemeriksa telah melakukan prosedur
pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan
pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu
atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan
dengan tahapan prioritas sebagai berikut :

a. berdasarkan hasil kas opname;

b. Dberdasarkan hasil pengamatan langsung di

lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. berdasarkan data pembanding.

Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a akan dipakai sebagai nilai omzet per hari
yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan
penerimaan kas menurut hasil kas opname.
Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, omzet/penerimaan
ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah
pengambilan sarang burung walet dan rata-rata
besarnya penerimaan pembayaran yang diterima Wajib
Pajak.

Bagian Kelima
Penagihan

Pasal 11
Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran,
masih ada Pajak Sarang Burung Walet yang terutang,
maka akan dilakukan penagihan oleh bidang

- penagihan.
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Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding

Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat
Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. besar utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan utang pajak.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib
Pajak harus melunasinya.

Pasal 12

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan
sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya,

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah
tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang
dilakukan di Indonesia,

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak akan membubarkan Badan
usahanya atau memindahkan perusahaan yang
dimiliki atau dikuasainya atau melakukan
perubahan dalam bentuk lain;

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
dan

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,
memuat:

a. nama wajib pajak;

b. besar utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan utang pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. '
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Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 13

Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN'
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang
telah mernpunyai kekuatan hukum tetap.
Surat Paksa paling sedikit memuat:

a. nama wajib pajak;

b. dasar penagihan;

c. besarnya utang pajak; dan

d. perintah untuk membayar.

Pasal 14
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat
ditagih dengan Surat Paksa.
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-
undangan.

Pasal 15
Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak
dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran
atau surat lainya yang sejenis;

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus;

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan  angsuran  atau  penundaan
pembayaran pajak; atau

d. apabila jumlah pajak yang masih harus
dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam Surat Teguran atau

: surat lain yang sejenis,

Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan
apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang
pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran. :

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang

‘sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
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(4) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat

(1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah

lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima

Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua

puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat

Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

(6) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum
juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita
Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang
Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang
disita

(7) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita
Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.

(8) Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang
pajak dan biaya yang sah, kelebihannya dikembalikan
kepada Wajib Pajak.

(S)

Pasal 16

(1) Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan
namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka
BAPENDA dapat melakukan upaya penagihan lain.

(2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain :

a. pemanggilan Wajib Pajak;

b. pengusulan pencabutan perizinan dan non
perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit
dokumen perizinan dan non perizinan.

(3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak
yang dilakukan sebelum atau setelah
disampaikan.

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh Kepala
BAPENDA atau instansi lain yang bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah.

(5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan setelah teguran ketiga
diterima oleh Wajib Pajak.

teguran

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
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Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 17 7

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan.
Kedaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat

paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak,
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib
Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permochonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak
Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
pengakuan

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 18
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.
Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi namun
belum kadaluwarsa dimasukkan kedalam daftar
piutang pajak yang akan dihapuskan.
Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
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o Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau
meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,
atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

o Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
lagi;
o Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan

Pengadilan, dan hasil penjualan hartanya tidak
mencukupi untuk melunasi hutang pajak;

d.  Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan
pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham,
pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani
untuk melakukan pemberesan atau likuidator,
atau kurator tidak dapat ditemukan; dan

e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk penghapusan piutang pajak, BAPENDA

melakukan penelitian administratif atau lapangan.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang

pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan dan STPD.
Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19
Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati
berdasarkan Permohonan penghapusan piutang yang
disampaikan oleh Wajib Pajak kepada BAPENDA.
Permohonan penghapusan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat wajib pajak;
b. jumlah piutang pajak;
c. tahun pajak; dan
d. alasan penghapusan piutang pajak.
Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) dan ayat (2) dapat diusulkan untuk dihapus setelah
adanya Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan
piutang berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian.
Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan
persetujuan dan penetapan penghapusan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
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Keberatan

Pasal 20
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh perorangan dan/atau badan usaha
dalam hal;
a. Wajib Pajak merasa perhitungan Pajak tidak
sebagaimana mestinya; dan/atau
b. terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati
melalui BPPD dengan ketentuan, sebagai berikut :

a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan
berlaku untuk 1 (satu) STPD/ SKPDKB/
SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN;

b. pengajuan surat keberatan ditandatangani oleh
Wajib Pajak disertai asli STPD/ SKPDKB/
SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang diajukan
keberatan;

c. melampirkan nilai Pajak yang terutang
menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya; dan

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterimanya STPD kecuali apabila
Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus.

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan
dasar untuk memproses surat keberatan yaity -

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk;
atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam
hal disampaikan melalui jasa pengiriman dengan
bukti pengiriman surat.

Dalam memeriksa usulan keberatan, BAPENDA dapat

meminta bukti pendukung berupa:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi
identitas  kuasa Wajib Pajak dalam hal

dikuasakan; :
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b.  fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
c.  fotokopi bukti pendukung lainnya.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk
beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek yang
sama diselesaikan secara bersamaan oleh kepala
BAPENDA.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk
surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan

penagihan pajak dengan surat paksa diselesaikan

kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.

Pengajuan keberatan yang telah dilakukan tindakan

penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) diajukan sebelum 1 (satu)
bulan sejak surat paksa diterbitkan.

(10) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.

(11) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum
dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Surat Keputusan Keberatan.

(12) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(13) Ketentuan  mengenai  Permohonan  keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

©)

Pasal 21
Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat
diproses untuk disetujui.

Pasal 22
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan pemeriksaan, meliputi :

B pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan
hasil pemeriksaan; dan

b. dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan,
pejabat yang berwenang dapat
memberitahukan terlebih dahulu kepada Wajib
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Pajak secara tertulis tentang pela-ksanaan

penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak
BAPENDA meneruskan berkas pengajuan keberatan
kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10
(Sel)lﬂllh) hari kerja sejak tanggal penerirnaan surat
keberatan.
Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat berupa:
a. menerima  seluruhnya pajak yang terutang
berdasarkan hasil pemeriksaan;
b. menerima  sebagian pajak yang  terutang
berdasarkan hasil pemeriksaan;
menolak pajak yang terutang berdasarkan hasil
pemeriksaan dengan pajak yang terutang dalam
surat  keputusan/ketetapan  yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak ; atau
. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang
dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil
pemeriksaan lebih besar dari yang terutang dalam
surat keputusan/ ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak .
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan
dianggap diterima.
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atay
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksj
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

tersebut

Bagian Kedua
Banding
Pasal 23
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Wajib pPajak dapat mengajukan banding atas Sura‘r.:
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupall
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan
melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas.

Pengajuan  permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan
Pajak.

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Putusan Banding.

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 24
Jika Pengajuan keberatan atau permohonan Banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 0,6% (Nol koma Enam persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
Putusan Banding.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 60% (Enam puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan
banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat (9) tidak dikenakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

(1)

PEMBEBASAN

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 25
Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati melaui
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Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan
terhadap ketetapan Pajak yang tidak benar atau
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kondisi Wajib
Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga
mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 26
Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak
dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut
oleh Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat
ketetapan pajak;

f. permohonan harus diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat
permohonan tersebut harus dilampiri dengan
surat kuasa.

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
Bupati melalui Kepala BAPENDA,
melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atay fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan
bahwa Pajak tidak benar atay dokumen
keuangan yang menunjukkan kondisj
mengalami Kesulitan keuangan, sehin
dikurangkan; dan

c. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal diterima surat ket
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya,

dengan

sedang
g8a dapat

etapan
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(4) Peny ampaian

: permohonan pengurangan sebagaimana
dimaksud pad

a ayat (3) dapat dilakukan:

& secara langsung;

b, melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;
atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan
daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) adalah:

8. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal

disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak

pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

tanggal terima surat oleh BAPENDA , dalam hal

surat permohonan disampaikan melalui pos atau

Jjasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,

dalam hal disampaikan secara online melalui
‘aplikasi perpajakan daerah.

(6) Ketentuan mengenai Permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pengurangan Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(), Kepala BAPENDA harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pengt':rangan tidak dapat
dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan
ayat (2).

Pasal 28

(1) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/
atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
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Surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi
lainnya.

Dokumen  permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5
(ima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan
diterima,

Dalam pemeriksaan lebih lanjut permohonan Wajib
Pajak, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan
tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan
surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib
Pajak harus memberikan keterangan yang diminta
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
() dan ayat (3), permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 29
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud Pasal 27 ayat (1), Bupati melalui Kepala
BAPENDA memberi keputusan atas permohonan
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat
diterima.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak.
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberikan
keputusan, permohonan pengurangan dianggap
diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

permohonan pengurangan

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 30
Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati dan/ Atau
Kepala BAPENDA dapat memberikan keringanan
pembayaran Pajak terutang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan  yang  ditetapkan

dalam
Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
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Pajak terutang

Pemberian  keri mbayaran
eringanan pembay apat diberikan

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d
berupa :
. perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau W"“ndafm
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
dalam SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan
Kembali,
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami
keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat diberikan Bupati atau Kepala BAPENDA
secara jabatan yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati atau Kepala BAPENDA.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
pelunasan Pajak pada waktunya
Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 31
Permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada Bupati atay Kepala
BAPENDA daerah disertai dengan alasan dan
bukti yang mendukung permohonan;

b, surat permohonan Kkeringanan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf &
paling sedikit memuat:

1. nama dan alamat wajib pajak;
2. jumlah utang Pajak yang dimohonkan

pengangsuran, masa angsuran dan
besarnya angsuran;
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3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan
penundaan pembayaran dan ja{lgka
waktu penundaan;

4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilampiri surat
kuasa;

5. 1 (satu) surat permohonan untuk 1
(satu) surat ketetapan;

6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-
tahun sebelumnya; dan

7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang
dimohonkan keringanan.

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila

Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan

bahwa batas waktu pengajuan tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya;

Penyampaian permohonan pengurangan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan
daerah

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal
surat permohonan disampaikan melalui pos atau
jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara
online, dalam hal disampaikan secara online
melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 32 :

Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
sig meriksaan permohonz:zln keringanan Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

permohonan keringanan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3]
ot (1, dianggap bukan sebagai surat permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
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(2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama
o> s belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya
Surat permohonan harus mengembalikan permohonan
s Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan
yang mendasari.

Dfal am hal permohonan keringanan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
) Wijib Pajak dapat mengajukan permohonan
kembali  sepanjang  memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 33
Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1),
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data,
informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat
permintaan dokumen, data dan/ atau informasi
lainnya,
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal surat permintaan diterima wajib pajak.
Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas
permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat
meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak
dengan menyampaikan surat permintaan keterangan
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,
informasi dan/ atau keterangan yang ada atau yang
diterima.

Pasal 34

Setelah  dilakukan  pemeriksaan  permohonan
keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan
atas permohonan keringanan, dalam jangka wakty
paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak Sl
surat permohonan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak: )

Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
dan Bupati atau Kepala BAPENDA tidak rnemberikan
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keputusan, permohonan dianggap diterima dan

diterbitkan  gurat keputusan sesuai deng'aﬂ
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 35

(1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam
bentuk fasilitas angsuran pembayaran atau
penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat
keputusan persetujuan; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh
tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya
dimintakan pengangsuran.

(2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam
bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diatur
dengan  ketentuan jangka waktu penundaan
pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 36

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan,
pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan
kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang
Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran
pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan
pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran
tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan,

Pasal 37

(1) Dalam hal keputusan pengangsuran atau penundaan
pembayaran belum diterbitkan, kepada Wajib Pajak
dimaksud diterbitkan surat keputusan kelebihan
pembayaran atau pemberian imbalan bunga dengan
terlebih dahulu memperhitungkan utang Pajak,

(2) Dalam hal besarnya kelebiha.nl pembayaran pajak atay
pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk
melunasi utang Pajak, maka jumlah utang  Pajak
setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran sl
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38
(1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atay,
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menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu
kf’put':laﬁn, dan kepada Wajib Pajak di‘:“aksmi
dltertfltkan Surat keputusan yang mer.lgak_lbatkan
kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian lmba!an
P““Ba. kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian
imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan
dengan sisa utang Pajak yang belum diangsur atau
ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan .

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran P ajak
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk
melunasi sisa utang Pajak yang telah diterbitkan
keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/
atau masa angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan
kembali dengan ketentuan :

a. besarnya angsuran dan denda administratif
setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya
angsuran dan denda administratif yang telah
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya;
dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa
masa angsuran yang telah ditetapkan dalam
surat keputusan sebelumnya.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk
melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak
tetap harus melunasi utang Pajak tersebut sesuai
dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 39
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang
menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau
lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan
keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran
dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak
ditetapkan kembali dengan ketentuan:
besarnya angsuran dan denda administratif
setiap angsuran disesuaikan; dan
masa angsuran paling lama sama dengan sisa
masa angsuran yang telah disetujui.
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang
menyebabk&n utang Pajak menjadi lebih besar atau

a.

b.

" Jebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan

Kkeputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap
wajib melunasi utang Pajak sesuai dengan jangka

waktu penundaan.
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Pasal 4

Penetapan kembali b
angsuran sel
(1) dilakukan
a,

esarnya angsuran dan/atau masa
agaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
dengan prosedur;
Kepala BAPENDA memberitahukan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan
saldo Utang Pajak serta permintaan usulan
Perubahan pengangsuran;
b Wajib  Pajak atau  kuasanya  harus
menyampaikan usulan perubahan
pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan
Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan
perubahan keputusan pengangsuran
pembayaran Pajak berdasarkan usulan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5
(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya
usulan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAPENDA tidak
menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib
Pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan
perubahan keputusan pengangsuran pembayaran
Pajak secara jabatan dengan ketentuan:
a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak
dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang
telah disetujui.

Pasal 41

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atay
peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan
terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan
pengurangan,  pengangsuran  atau  penundaan
pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran
atau penundaan tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib
melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pembebasan
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Atin 3 Pasal 42 . _ .
Asar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat

emberikan - pembebasan Pajak terutang sesual

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala

BAPENDA,

Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Pajak terutang

dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib

Pajak apabila terjadi keadaan kahar (force majeure).

Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud

Pada ayat (3) meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/ atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan

Kepala Daerah.

oaoop

Pasal 43 .
Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagalmanaf
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan; ‘

b. diajukan keberatan, tetapi tidak
dipertimbangkan;

e tidak sedang diajukan permohonan
pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasi;

d diajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi, tetapi

dicabut oleh Wajib Pajak;
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB,

. SKPDKBT; _ :
f permohonan harus diajukan secara tertulis
4 dalam Bahasa Indonesia; dan . )
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
8 pajak dan dalam hal surat permohonan
dita ndatangani oleh bukan V-\’?.jib Pajak, surat
permohonan harus dilarnpiri dengan surat
: ase embebasan Pajak terutang sebagaimana
Permohonan pda ayat (1) diajukan secara tertulis
dima;csudBé’;aﬁ atau Kepala BAPENDA, dengan
kepada

melampiri:
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> fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuaaakan;
b. dokumen pendukung yang dapat
menunjukkan bahwa usahanya telah
Y bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan

dokumen pendukung lainnya.
dal nan pembebasan sebagaimana dimaksud
tlam ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 3
(t‘g'a) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah
() Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA,;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal
surat permohonan disampaikan melalui pos atau
jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara
online, dalam hal disampaikan secara online
melalui aplikasi perpajakan daerah.

(3) Pennoho

(4)

Pasal 44

(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembebasan Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Permohonan pemb'ebasan _yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana du?iakaud dalam Pasal 43
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal pemohongn pem?:)ebasan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dl-maksud pada ayat (2),
Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan
harus mengembalikan.pennohonan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya disertai alasan yang mendasar,

i Biars ‘hal pemohonz?n pem}:ebasan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Waijib Pajak masih dapat mengajukan Permohonan
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kembali se

any i sebagaimana
dimaksygq Panjang memenuhi persyaratan g

dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)-

(1) Dalam rangka P?sal 4 embebasa_n
sebagaime . memeriksa permohonan P 1), Kepala
i na dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1),

: NDA dapat meminta dokumen, data, dan/ atau
mfon:nasi yang diperlukan melalui penyampajan surai.:
f:;g;‘:ﬂan dokumen, data, dan/atau informasl

@) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
:;?:11{11::; Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja

] ggal surat permintaan diterima.

(3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak
harus memberikan keterangan yang diminta dalam
jangka waktu paling lama 5 (Lima) hari sejak surat
diterima sebagaimana disebut dalam surat permintaan
keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,
informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang
diterima.

Pasal 46

(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1), Bupati memberikan keputusan
atas permohonan pembebasan Pajak dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

diterimanya surat permohonan
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

2

(2) berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak

(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

sebagaimana dimaksud pgda ayat (1) telah terlampaui
dan Bupati tidak membfenlfan keputusan,. permohonan
pembebasan dianggap diterima da.n Bupati menerbitkan
keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

ajib Pajak . ;
‘*guljan sejak perakhirnya jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
. | TALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH
N DAN PEMBA
TATA CARA PEMBETULA
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Bagian Kesatu
Pembetulan

(1) Ke Sl '
Pala BAPENDA atau pejabat berwenang dapa
membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah terhadap permohonan
wajib pajak,

Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kesalahan dalam penulisan:
nama;

. a]amat;

npwpd;

- nomor surat ketetapan pajak;

jenis pajak;

tanggal jatuh tempo; dan
g. masa pajak dan/atau tahun pajak.

(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kesalahan dalam penjumlahan dan/atau
pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian
suatu bilangan.

(4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kekeliruan dalam penerapan tarif; atau

b. kekeliruan penerapan sanksi administratif.

(2)

R0 TP

Pasal 48
(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

& 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu)
ketetapan pajak;

0 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai alasan yang mendukung
permohonannya; ‘ -

5. permohonan disampaikan  kepada Kepala
BAPENDA,; dan

4  surat permohonan ditandatangani oleh wajib

pajak, apabila wajib pajak tidak piga
mcnandamngani surat permohonan maksg dapat
dikuasakan dengan melampirkan surat kuaga_
(2) permohonan pembetulan sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
Kepala BAPENDA dengan melampirkan:
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fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi
identitas  kuasa Wajib Pajak dalam hal

" dikuasakan; dan
. dOkl.lmen :
(3) Permg pendukung lainnya.

honan pembetulan diajukan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pt?nyam;)ajan permohonan pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

4.  secara langsung;

b.  melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

€. secara online melalui aplikasi perpajakan

daerah,

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar

untuk memproses surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam
hal disampaikan secara langsung oleh Wajib
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan
BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal
surat permohonan disampaikan melalui pos
atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara
online, dalam hal disampaikan secara online
melalui aplikasi perpajakan daerah.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi fomulir
pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

(5)

Pasal 49

(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembetulan Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan. ayat (2).

(2) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhij
persyaratan sebagaimana du_naksud dalam Pasal 48
ayat (1) dan ayat (2, dlanggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dlpertlmbangksfn,

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat

(3) . _ertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat

s Kepala BAPENDA harus  mengembalikan

{2);-mohoﬂ an kepada Wajib Pajak atau kuasanya

g;ertai alasan yang 111ena:lsa|ssaral.nmt : :

Dalam hal permohonan pe ulan  tidak dapat

(4) diperti mbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
i
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(2), Wajin ’
kemb&liﬁ Pajak dapat mengajukan permohonan

agai I g m i rsyaratan
ana di; ] y
yat {2) l ud dalam Pasal 47 ayat (1) dan

Pasal 50
dimaksud :11 lllakukan pemeriksaan ~ sebagaimana
memberj k: am Pasal 49 ayat (1), Kepala BAPENDA
Sebag&imanap;'msan atas permohonan pembetulan
Jitigls waie lm.aksud dalam Pasal 47 aya!: (1) dalam
surat perm ‘}i paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Keputus A Onan.Pembetulan diterima.
be an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
rupa menambahkan atau mengurangkan jumlah
igilll{' yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan
@ A Iruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
pabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
Sebagmmana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaut,
tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan,
permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan
Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pembetulan
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu.

(1) Setelah

(2)

Pasal 51

(1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak
tentang kesalahan hitung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) dalam surat ketetapan pajak,
maka Kepala BAPENDA membetulkan kesalahan
tersebut secara jabatan.

(2) Apabila keputusan pembetulan atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (3) masih terdapat kesalahan, maka Kepala
BAPENDA dapat melakukan pembetulan atas
permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 52
Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena
Kepala BAPENDA dapat membatalkan
SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPD‘N;‘ SKPDLB/ STPD Pajak
Sarang Burung Walet yang tidak benar atau seharusnya

tidak diterbitkan.

| jabatannya,

Pasal 53
honan pembatalan sebagaimana dimaksud

(1) PermoO .
pasal 52 harus memenuhi persyaratan:

dalam
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b. :;.di,lk diajukan keberatan; .

‘ajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan:;

tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/
d. g?n,ghap“ﬂ&n sanksi administrasi;

‘3ukan  permohonan  pengurangan  atau

Penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut

oleh Wajib Pajak:
= (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat
ketetapan pajak:
k Permohonan harys diajukan secara tertulis dalam
. bahasg Indonesia; dan

i Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib

| Pf‘-lak dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri
dengan Surat Kuasa.

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada

Kepala BAPENDA dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;

dokumen pendukung yang dapat menunjukkan

bahwa surat ketetapan Pajak tidak benar atau

seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat
dibatalkan; dan
c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat

s dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

2 (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

(2)

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;
atau

% secara online melalui aplikasi perpajakan
daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadil'(an A Tntiite
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah: 2 :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal

surat permohonan disampaikan melalui pos atau
jasa pengiriman tercatat; atau

et S IVE UL Dt o S e
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E:;iigeal dtzlﬁma surat dari Wajib Pajak sec?r&
_ melal;i 2 lhal disampaikan secara onineé
(6) Ketentyan aplikasi perpajakan daerah. :
Permohgng Mengenai bentuk dan isi fomulif
ayat (1) tern Pembatalan sebagaimana dimaksud pada
bagian 1 canthn pada Lampiran V yang merup_akarl

RA terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Pemeriksaan
telah meme
dalam Pagg]
(2) Perm()honan

enindaklanjuti dengan melakukan

Permohonan pembatalan Wajib Pajak yang

nuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

53 ayat (1) dan ayat (2).

pembatalan yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat

permohonan sehingga tidak di pertimbangkan.

Dlalam hal permohonan pembatalan tidak dapat

dlperﬁmbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala BAPENDA harus mengembalikan permohonan

kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang

mendasar.

(4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).

(3)

Pasal 55

(1) Pemeriksaan permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala BAPENDA
dapat meminta dokumen, data dan/ atau informasi
yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan
dokumen, data, dan/ atau informasi lainnya.

(2) Dokumen sebagaimana difnaksud pada. ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lam? 5 (hm?‘} han ki
terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima,

(3) Dalam rangka pemeriksaan permohonan pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA

dapat meminta keterangan .tambahan kepada Wajib
pajak dengan menyampaikan  surat Permintaan

)eterangan tambahan dan  Wajiib - Pajak  harys

memberikan keterangan yang diminta dalam jangka

waktu paling lama 5 .(hmal.) Hari. . . |

Dalam hal Wajib Pajak tidak memgl.mh_l sebagian atay

seluruh perﬂﬂﬁtﬁﬁn sebagaimana dimaksud pac%a ayat

(1) dan ayat (3), permohonan pembgtalan tetap diproses

(4)
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SeSUQj de ]
n : e
k"-'tel‘anga san dokume“, data, informasi, dan/ @

n
Yang ada atau yang diterima.

1 Pasal 56
; 23;31]{3}; Pemeriksaan  permohonan pembatalan
atas P:rlr]r’l Kepala BAPENDA memberikan keputusaz
paling 1am0h0nan pembatalan dalam jan'gka wakaI
Surat perma 6 (enam) bulan hari kerja sejak tangg
(2) Keput Ohonan_pembatalan diterima.
usan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

b : :
P:l::ls_a fenerima atau menolak permohonan Wajib

(3) Apablla-dalam jangka waktu paling lama 6 (enam] bulan
(Sebagmmana dimaksud pada ayat (1) telah terlampauli,
tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan,
permohonan dianggap diterima dan Kepala BAPENDA
menerbitkan  surat keputusan pembatalan sesuai

dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh)
hari kerja.

Pasal 57

Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan,

maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai

berikut:

a. pembatalan surat ketetapan Pajak yang lama dengan
‘cara menerbitkan surat ketetapan Pajak yang baru
yang telah mengurangkan atau memperbaiki Surat
Ketetapan Pajak yang lama;

b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan Pajak
yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan
bahwa surat ketetapan Pajak “DIBATALKAN”, serta
dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
dan

c. memerintahkan kepada wajib Pajak untuk melakukan

i pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

diterima surat ketetapan Pajak yang baru.

BAB IX

' TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak Bupati melalyj

[ 8

Kepala BAPENDA dapat mengurangkan B
menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa
bunga, denda atau kenaikan pajak yang tery bt
cesuai dengan ketentuan Peraturan  Perundang-
undangan. AT SR

(2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanks;
administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat




SNBSS

(1), dikape

' : na
lw‘"‘“hllum akan kealpaan Wajib Pajak, bukan kare

Atau mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 59 : )

Adiminiere. .. TeNBUrangan atau penghapusan sanks

A o i, gk o

n, tidnk:imeme““hi persyaratan sebagal DEFTEEE
ajukan keberatan;
b digjukan keberatan, tetapi tidak

dipertimbangkan:
tidak diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan terhadap ketetapan pajak yang
Sedang diajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif atau
digjukan permohonan pengurangan atau
pembatalan terhadap ketetapan pajak yang
sedang diajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif tetapi
dicabut oleh Wajib Pajak;

d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan
pajak;

€. perrnohonan harus diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia;

f.  surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat
permohonan tersebut harus dilampiri dengan
surat kuasa;

g. sanksi administratif belum dibayar atau belum
dilunasi oleh Wajib Pajak; dan

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang
menjadi dasar pengenaan sanksi administratif
telah dilunasi oleh Wajib Pajak,

) Per
(1) lt.mmhunnn

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui
Kepala BAPENDA, dengan melamlpirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam ha
dikuasakan; ;

b. mengemukakan jumlah sanksi administratif
menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
dan

¢ dokumen pendukung yang lainnya,

Permlohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayst (3) diajulsan: pallog 1% 8 EA Pk erpay)
bulan sejak tanggal dltﬁl:lm&ny& surat ket_etapan pajak,
Kecuali apabila Wajib Pajak da’_’at menunjukkan bahwa

(3)
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jangka oy
tu _
(4) glar kek“asaal?r?yae:( dapat dipenuhi karena keadaan di
g - tau
Penghapusan Permohonan  pengurangan @
dimakaud & Sanksi administratif Pajak gebagaimana
se A avat (3) dapat dilakukan:
Cara lan gsung;
C. ::ﬂalul POS atau jasa pengiriman tercatat; atau
daiirai online melalui aplikasi perpajakan
(5) Tan {
384 Penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

me
(;nproses surat permchonan sebagaimana dimaksud
Pada ayat (4) adalah;
a. s
tanggal terima syrat dari Wajib Pajak, dalam hal

disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak

b pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA
+ tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal
surat permohonan disampaikan melalui pos atau

Jasa pengiriman tercatat; atau

tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara

online, dalam hal disampaikan secara online

melalui aplikasi perpajakan daerah.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi fomulir
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan  permohonan  pengurangan  atau
penghapusan sanksi administratif Pajak Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif Pajak yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 59 ayat (1) dan
ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan

sehingga tidak dipertimbangkan.

@) Dalam hal permohonan pengurangan atau
penghapusan tidak dapat dlpemmbap gkan
sebagaimana dimaksud .pada ayat (2), E'supau atau
Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 10

kerja sejak tanggal diterimanya surat
mengembalikan  permohonan
wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan

(Sepuluh) hari

5
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hal permohonan  péngurangan  atay
(4) Dalam sanksi administratif Pajak tidak dapat

penghaperl o sebagaimana dimaksud pada. ayat
ipe
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e "e'nbaléiﬂill:m Pajak dapat mengajukan permohonan
s dimaksy,g Ban memenuhi persyaratan sebagaimana

; dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)-

i (1) Dala Pasal 61
i M rangka memeriksa permohonan pengurangan

at
sci:gaiizzghap}maﬂ sanksi administratif Paj;lk
Kepala BA]EE dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),
informag; yanNDf& dapat meminta dokumen, data;
Permintaan ¢ gkdlperlukan melalul peny a@pf{lan e

(2) Dokumen sebo umen, dar‘l,’ atau informasi lainnya.
dipenuhi W ‘flbgﬂm}ana dl-maksud pada ayat (ll_hfﬂ"fs
sl tain ;1‘1' Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja

(3) Dalam ggal surat permintaan diterima.

rangka memeriksa lebih lanjut atas

Perm°1.10nan pengurangan atau penghapusan
sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1), Kepala
BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak
harus memberikan keterangan yang diminta dalam
Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), permohonan pembebasan atau
penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tetap diproses
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau
keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 62

(1) Setelah  dilakukan  pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Bupati atau Kepala
BAPENDA memberi keputusan atas permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi adminitratif
Pajak dalam jangka waktu paling- lax:na 2 (dua) bulan
sejak tanggal surat permohonan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib

Pajak
(3) Apabila dal
sebagaimana

am jangka waktu 3 (tiga) bulan
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberi
keputusan, permohonan.  ~ PelgUangan = atau

usan sanksi admistratif Pajak dianggap
P?nghalllf’{an dan Bupati atau Kepala BAPENDA
dxkabU_ surat keputusan pengurangan atau
menerbitkan ksi admistratif Pajak ‘sesuai dengan

an san :
penghe . Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan
perm _ . :




MM
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sejak . .
ke dimak berakh‘m)’ﬁ Jangka waktu sebagaimana
sud pada ayat (1)

3 Pasal
[ 1 ) WaJ 1‘b Paja_]{ dﬁaapat
Péngembaliapn "
kepada Kepala B
(2} Permohonan p

pada ayat (1) p
a.

mengajukan ~ permohonan
tas kelebihan pembayaran Pajak
APENDA,

engembalian sebagaimana dimaksud
. 1) paling sedikit memuat:

identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila

dikuasakan;

b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya
apabila dikuasakan y

c. NPWPD;

d. masa pajak dan tahun pajak;

€ perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

£ besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak;
dan

g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.

(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) melampirkan dokumen:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan,;

b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan
Keberatan, putusan banding, Keputusan
Peninjauan Kembali atau Keputusan
Pembetulan,

c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi
dasar permohonan;

_ Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

e. fotokopi buku Bank apabila pembayaran
dilakukan melalui transfer Bank dengan
memperlihatkan aslinya.

¢ (4) Permohonan pengembalian sebagai.mana- dimaksud

. pada ayat (1), diajukan secara terFulls paling lama 12

(dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan
pembayaran pajak.

Pasal 64
» embalian seba. i
nyampailan permohonan peng sebagaimana
(1) gfmzksfd dalam Pasal 63 ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara 1angsur1g;' i _
b. melalui pos atau jasa pengiriman te_rcata’_;; At

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daeraﬁ. _
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(2) Tan
geal pener;
Memproses q:;::mn surat yang dijadikan dasar untuk
Pada ayat (1) nd“l‘::}'“mhmmn sebagaimana dimaksud
a. :
:““Rﬂfll terima surat dari Wajib Pajak, dalam
l:“'l tll\lanmpaiknn secara langsung oleh Wajib
AAK pada  petugas Tempat pelayanan
BAPENDA; . oy
tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam
hal surat permohonan disampaikan melalui
POS atau jasa pengiriman tercatat; atau
tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara
online, dalam hal disampaikan secara online
melalui aplikasi perpajakan daerah.

b,

Pasal 65

(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pengembalian Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai
permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus mengembalikan permohonan
kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan
yang mendasar.

(4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 66

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 63 ayat (1), harus m.emberikafn keputusan.

(2) Apabila jangka waktu.sebagmmana‘ dimaksud pada
ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
suatu  keputusan, penno_honan pengembalian
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama i

(satu) bulan.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pen i :

dal:;n}gihgin kelebihan pembayaran pajak dilakukan
ditortny Bka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
' erbztkannya SKPDLB.
Jika - pengembali

. an kelebi :
dilakukan setel elebihan pembayaran Pajak

ah lewat 2 (dua) bulan, Bupati
;nembenkan imbalan bunga sebesar 0,6 % (Nol koma

nam- persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 67

Pemeriksaan  pajak ditujukan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam bentuk:

a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
b. pemeriksaan lengkap.

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat dilakukan dilapangan dan di
BAPENDA terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan
dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan
dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot
dan kedalaman yang sederhana.
Pemeriksaan lengkap sederhana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan di tempat Wajib Pajak
untuk tahun Dberjalan dan/atau tahun-tahun
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik
pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan
pada umumnya.

Pasal 68

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.

memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda
pelunasan pajak, buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk kelt.}a_ran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
:enr:i);;m buku, catatan dan' dﬂku.men pendukung
Jainnya termasuk keluaran dari media kor'nputer dan
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda

terima;



Pemeriksaan len

o gan dan/atau bukti i
dari . yang diperlukan
Waii plhgfk ketiga Yang mempunyai hubungan dengan

Pasal 69
gkap sebagaimana dimaksud pada Pasal

67 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a.

(1)

(2)

memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya
sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
mf:meriksa buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya;

meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda
terima;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak yang diperiksa;

memasuki tempat atau ruangan yang diduga
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang,
barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang
keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap
penting serta melakukan pemeriksaan di tempat;
melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu
apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan tertentu, atau tidak di tempat pada saat
pemeriksaan; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 70

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan,
Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat,
pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak
yang mempunyai kewenangan untuk bertindak
mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda
dan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya,

Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum
pemeriksaan lapangan ditunda, da;.zat dilakukan
penyegelaﬂ tempat atau ruangany a’?S dlperluk.a_n



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kuasanya ti : ;
dilakuk); tJ;l«:E juga ada ditempat, pemeriksaan tetap
Waiib Pai gan terlebih dahulu minta pegawai
Pajja kg jfk yang bersangkutan untuk mewakili Wajib
. a .rpembantu kelancaran pemeriksaan.
Apabila .Wa_ub Pajak atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan izin untuk memasuki tempat atau
fuangan yang dianggap perlu dan tidak memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan  serta
memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau
kuasanya harus menandatangani surat pernyataan
penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
Apabila Wajib Pajak atau yang diminta mewakili Wajib
Pajak menolak untuk membantu kelancaran
pemeriksaan, yang bersangkutan harus menanda
tangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat
penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita
acara penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani
oleh pemeriksa.
Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat
pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan
berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan
dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang
secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk
digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk

pelaksanaan  ketentuan  Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 71
Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang
dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan
SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan
kepada Wajib Pajak.
Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
pemeriksaan selesai dilakukan.
Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib
Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai
dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib
Pajak.
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(5)

(6)

(7)

46

Apabila Wajib Pajak tidak mem

tidak menghadir berikan tanggapan atau

pembahasgan akhir

pemeri i hasil
berdas:::::’ X S’I"lPD diterbitkan  secara jalb:at:1

asi em ’
kepada Wajih Pajak. pemeriksaan yang  disampaiken

Pemberitahuan hasil
tidak dilakukan
dengan penyidikan,
Apabila  dalam  pemeriksaan ditemukan  bukti
permg]aan tentang adanya tindak pidana di bidang
perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan
pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

pex.neriksaan kepada Wajib Pajak
apabila pemeriksaan dilanjutkan

BAB XII

PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 72
BAPENDA wajib mengelola pengaduan, saran dan
masukan atas pelayanan Pajak Sarang Burung
Walet dari masyarakat sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pengaduan, sarandan  masukan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui :
a. kotak saran/kotak pengaduan, dan
b. media teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai taata cara
penerimaan pengaduan, saran, dan masukan diatur
dalam standar operasional prosedur dengan
Peraturan Kepala BAPENDA.

BAB XIII
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 73
BAPENDA dapat melakukan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat dan wajib pajak.
Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:

a. penyuluhan;
b. seminar;sosialisasi; atau
c. penyebaran informasi melalui media

elektronik maupun media cetak, Pamlflet,
Spanduk, Baliho.
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BAB X1v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaky

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun
2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak

Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan. penempe.ltannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal /6 Jnuats

BUPATI OGAN RING ULU TIMUR,

N\

4/0\ LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal fe odmats 2224

SEKRETARIS DAERAH 3
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUNIADI

U TIMUR
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Tl

TAHUN 2024 NOMOR




